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WHAT IS PUBLIC
POLICY 72>
WHY IS PUBLIC
POLICY URGENT>>
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DOES PUBLIC POLICY PROVIDE THE ANSWERS ?




INDONESIA



* Facts Finding 1. Indenesia & Economic
Development

Pertumbuhan
Penanaman modal/investasi asing o Sliul
2008 6
2009 4,6
. _ _ _ 2010 6,2
Kerjasama bilateral-multilateral di 2011 6,5
bidang pembangunan internasional 2012 6,2
2013 5,62
_ 2014 5,3
Implementasi program pembangunan
dan pemberdayaan
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5 * Facts Findin 2. Indonesia, Environment, Poverty
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acts Finding 3. More than just Problems
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WHAT WHAT
WHAT SOLUTION??? SOLUTION???

SOLUTION???



MEMAHAMI KEBIJAKAN PUBLIK:
DEFINISI AHLI

MAKNA-MAKNA KEBIJAKAN

dKebijakan sebagai sebuah label atau
merk bagi suatu bidang kegiatan
pemerintah (Policy as a Label for Fed of
Activity)

dKebijakan sebagal Suatu Pernyataan
Mengenail Tujuan Umum atau Keadaan
Tertentu yang di Kehendaki (Policy as
an Expression of General Purpose or
Desired State of Affairs)



dKebijakan sebagai Usulan-usulan
Khusus (Policy as Specific Proposals)

dKebijakan sebagal Keputusan
Pemerintah (Policy as Decision of
Government)

dKebijakan sebagal Bentuk Pengesahan
Formal (Policy as Formal
Authorization)

dKebijakan sebagal Program (Policy as
Programme)



dKebijakan sebagal Keluaran (Policy as
Output)

dKebijakan sebagai Hasil Akhir (Policy
as Outcome)

dKebijakan sebagal Teori atau
Model(Policy as Theory or Model)

dKebijakan sebagal Proses (Policy as
Process)



James E Anderson

« kebijakan yang dikembangkan/dirumuskan oleh

Instansi-instansi atau pejabat-pejabat
pemerintah,karenanya implikasi terhadap
nakikat kebijakan publik adalah : Pertama,
Kebijakan publik merupakan tindakan yang
mengarah pada tujuan. Kedua, tindakan yang
saling terkait dan berpola yang mengarah pada
tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat
pemerintah. Ketiga, berkaitan dengan apa yang
sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam
bidang-bidang tertentu dan Keempat, berbentuk
positif dan bisa pula negatif.




KEBIJAKAN - KEBIJAKSANAAN

NEGATIF

Kearifan

Sumber berbagai pilihan

Kebijaksanaan

Cara/alat
memecahkan
masalah

erbentuk negaj

Kebijaksanaan

Pilihan terbaik
dalam memecahkan
masalah
berdasarkan hati
nurani secara etik
dan moral mengikat

Kebijakan

Pilihan terbaik
dalam batas
kompetensi dan
secara fomasl
mengikat




Ciri-ciri Kebijakan Publik: Solichin Abdul Wahab

Kebijakan harus dibedakan dari keputusan

« Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari
administrasi

| harapan |
\

« Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya
tindakan

Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang

akan dicapai

\

« Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik
eksplisit maupun implisit



Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang
waktu

Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar

organisasi dan yang bersifat intra organisasi
\

Kebijakan publik meski tidak ekslusif menyangkut peran kunci
lembaga-lembaga pemerintah

Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.




Jenis Kebijakan Publik: james Anderson

Kebijakan substansif versus
kebijakan prosedural

Kebijakan material versus
kebijakan simbolis

Kebijakan distributif versus
kebijakan regulatori versus

kebijakan re-distributif

Kebijakan yang
berhubungan dengan
barang umum (public

goods) dan barang privat

~ (private goods)




Jenis Kebijakan Publik: solichin Abdul wahab

Policy demands Policy decisions

Policy statements Policy outputs

Policy outcome




KEBIJAKAN PUBLIK: Politik,
Pemerintahan, Adm. Publik

Politik/Power/ POLITIK
Kebijaksanaan

Sumber Daya (Resources)

A lﬂ ILLE

Y /
PEMERINTAHAN

Struktur Birokrasi
(Bureaucratic Structure)

ADMINISTRASI PUBLIK




SISTEM KEBIJAKAN PUBLIK

STAKEHOLDERS

= Pemerintah
= DPR
= Pengusaha
« |SM
= Profesional

LINGKUNGAN g KEBIJAKAN
KEBIJAKAN B PUBLIK

« Perdagangan global Pemberdayaan UKM
« Nasionalisme ekonomi
« Potensi alam dan sosial

Sumber: W.N. Dunn, 2003




RUANG LINGKUP KEBIJAKAN PUBLIK

BISNIS PEMERINTAH
AKADEMISI ‘ ‘ LSM
°e O
O O

KESEJAHTERA-
TINDAKAN AN MASYARAKAT

I INTERNASIONAL ‘

PARPOL




APA PRODUK
KEBIJAKAN???
UNTUK APA DAN
SIAPA?



o
STRUKTUR KEBUAKAN PUBLIK O INDOMNESIA PACSA UU 2272004 RISTEK
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PERDA KABMOTA

WEP GUBERNUR e KEP BUPATI WL KOTA

_T_

KEP KADIN KASTKIOTA,

KEPMEM #EF KADINAS PROP
PER PELAKSANA PER PELAKSAMNA

Fakyat Indonesia
EKSEKUTIF LEGISLATIF

PER PELAKSANA




ARAH dan PRODUK
KEBIJAKAN PUBLIK




KEBIJAKAN PUBLIK DAN RENSTRA

Rasionalitas
Doktrin

Konsisten

v

Rasionalitas
Perilaku/
Pelaksanaan

PEMBANGUNAN

v

v

v

A 4

FILOSOFIS/IDE DASAR

v

VISI

v

MISI

v

TUJUAN

v

TARGET/SASARAN

v

A 4

KEBIJAKAN

v

A 4

PROGRAM

S I

v

STANDART OPERATING PROCEDURE

* Protap
» Juklak
* Juknis







